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Absirak

Profesi sorang Akuntan Publik mempunyai peranan penting terutama dalam peningkatan kualitas
dsn kredibilitas informasi keuangan atou laporan keuangan yung baik dan wajar. Dalam
menjalankan profesi sebagai scorang Akuntan Publik harus mengemban kepercayaan masyarakat
dan pihak-pihak lerkail terhadap laporun keuangan terscbut yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba
Rugi dun Laporan perubahan modal dengan memberikan opini atas laporan Keuangan suatu entitas.
Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atay pemystaan pendapatnya
stas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajizn laporan atau informasi
k=pangan tersebut mempakan tanggung jawab manajemen. Didalam Ketentuan didalam UU No 5
Tahun 2011 sangat jelas bahwa profesi Akuntan Publik memnliki peranan yang sangut besar dalam
mendukung perekonomian nasional yang sehal dan efisien serta memmngkatkan transparansi dan
mutu informasi dalam bidang kcuangan (apabila laporan tersebut tidak direkavasa). Dengan
demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantissa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
sgar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik, Scring
terjadinya skandal akuntansi (accounting scandals) adalah skandal politik dan bisnis vang muncul
dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Kejahatan rersebut
biasanya melibatkan metode yang kompleks untuk menyalahgunakan dana atau menyesatkan bagi
pihak-pihak yang sangat membutubkan terhadap Laporan Keuangan tersebut, melebih-lebihkan
pendapatan, mengecilkan biaya, melebili-lebihkan nilai aset perusahaan atau mengurangi pelaporan
terhadap besarmya kewajiban, terkadang mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabut di
perusahaan lain atau afiliasimya. Jika mengacu pada pengertian skandal akuntansi tersebut di atas
maka kejahatan akuntansi cenderung lebih dekat dengan istilah fraudulent statement (frand yang
berkenaan dengan penyajian laporan keuangan), Dalam wlisan ini penulis mencoba membahas
Bagaimanakah penerapan Undang Undang Nomor 3 talum 2011 temtang Akunian Publik Dalam
Kaitannya terhadap Pencgakkan Hukum Kejahatan Akuntansi.

Rata Kunci : Kejahatan Akuntansi

Abstract
Profession of Certified Public Accountants have a particularly Important yole in improving the
quality and credibility of financial information or financial statements. In the profession, a Public
Accountant must carry public trust and relared parties against the financial statements consisting of
the Balance Sheet, Income Statement and Statement of changes in capital to provide an opinion on
the financial statements of an entity. Thus, the responsibility lies in its opinion from Public
Accountant or statements about financlal informartion of an entity, while statements or financial
information is the responsibility of management. In the provisions of Law No. 5 of 2011 is very
clear that the public accounting profession has a very large role in supporting the national
economy healthy and efficient and to improve the ransparency and guality of information in the
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Sinancial field (if the veport 15 not enginceredy. Thiw, Public Accountant required do continuously
improve the competence and professionalism in order ta meei ihe needs of service usérs and
carrying aut of public trist. Freguent occnreence of acconnting seandals foccowting Scandals) are
political and business scandals which arise with the disclosure of bad conduel a public company
executives. These crimes wwally involve complex methods for stissing funds or misleading for
these who really need to the Financial Statements. oversiating revenues, reduce cosis, overstating
the value of the assets of the company or reduce reporting ebligations are, sometimes they are also
working with officials in other compamies or affiltates. When referring to the understanding af the
acconmting scamdal at the top of the accounting crimes tend to be closer o the terms of fraucdulent
statement (fraud with respeet fo the inanclal stafements). In thiz paper the author ey fo examing
ghone "How iy the application of Law Na. 5 of 2001 on Public Accountant In Relation ta the Law

Enforcement of Accounting Crimie",

Keyword : Crime Accounting

I. Latar Belakang

Fada umumnya, pembangunaen selalu di-
maknai sebagai perubahan, yang dilakukan de-
ngan bermacam care guna pencapaian tupuun
ideal suatn keuduan vang lebih balk dird ke-
adaan schelumnya, Negara kits, Indonesia, w-
juan pembangunan identik dengan perwujudan
tujuan negora yakni, lercapainya masyarakat
adil dan makmur,

Aspek mondasar lerpenting yang selali
ada dalam momen Katur pembangunian berinti-
kan perbaikan sertp pembabanian pade semu
scktor, Dalam manah hukum, perbaikien cende-
rung diistilahkan schaga revist dan alau pem-
bahamuan hukum yang dapat dilakokon baik
secara keseluruban atou hanya sebagian sesual
dengan kebutuhan, keadaan dan sesuai dengan
perkembangan cra pembangunan suatu negara,
baik dalam kontck nasional. regional maupun
internasional

Secara filosofis ideologis: suaty peruba-
han bertitik tolek dari hal vang amat mendasar
yukni kopsep berbagai bidang, seperti Konsep
ekonomi, politlk, hukum serta kosep pemba-
ngunan infiva strukrur vang dikehendaki Ke-
wajiban dan hak dimungkinkan sama-sama
ada pada bidang ekonomi, politik, day hukum
tetapi sudut pandang hukum akan tetap berbe-
da karena beda tujuan yang hendak dicapai.

Hukum dalam konsep senantiasa tidak
keluar dani sifatmya yang normatif dan di da-
lamnya terkandung makna-makna nilai tentang
keadilan, kepatutan dan schagainys

Konsep menentukan arh dari suatu upa-
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va perbaikan dan karenmanva pembangunan
vang baik adalabh pembangunan vang berda-
sarkan konsep; demukion pula dalam et me-
visl, hal it pom hamslah  memiliki konsep.
Dengan konsep ilsh maks pembangunan
menjadi st aktivites vang terukur dan dapat
dinkur,

Suatn konscp udak akan ada-arminya tan-
pi tndakan yang idealnya herus sampan ke
titsrmn priktis. Mekanisme dalam konscp da-
pai diwijudkan bertiwbungan dengan tata cara
prosedural. Keduanyn saling berhubungan erat
sehingga selalu didopati  kenyaiaan  bahwa
pembaharuan suaty konscp senantiasa digan-
dengkan dengan revisi prosedoral. Keterikatan
vang demikian menimbulkan fenomena fung-
sional bahwa keduanyan beriindak seakan-akan
schainfi gistem,

Beragnmuya peristiwa hukum dapat me-
mimbulkan upaya perbaikan bark dalam bentuk
perubahan konsep nuupun prosedural, Bahkan
dalam beberapa peristiwa tidak hanya sekedar
reviai dalsm konteks pembangunan, melainkan
lebib dari i yokni mengarah kepada pencipta-
an-penciptam yang benar-benar baru (inventi-
o) dun tidak sekedar dalam arti menemuokan
sesuaty yang telah ada schelumnya (discover).

Pencederaan terhadap cita hukum, mela-
lui kasus pelanggaran hukum di Indongsia baik
secara kunlitas maupun kuantitas, serta feno-
mena menumpuknya perkara-perkara di Mah-
kamah Agung, ditambah adanys asumsi le-
mahnyn penegakan bukum di Indonesia menim-
bulkan keprihatinan banyak pihak. Hal ity me-
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m=mbulkan penilaian-penilaian kurdng perca-
samva terhadap para petugas hukum kita vang
scocnammya penilaian itu tidak perlu dikemuka-
k=n apalagl atas maksud-maksud terenm (ves-
wd interest).

Dalam kontek pembaharuan hukum ter-
scbut, termasuk diantaranya pofitical will ne-
gera untuk mereformasi perilaku  kejahatan
vang berbasis perilaku ekonomi termasuk ke-
ahaan abuntansi. Banyak hal dari kegiatan
chonomi yang berojung kejahatan, karena sa-
ik satu penyebab sarananva, terkait manipu-
lesi kenangan yang erat hubungannya dengan
pencatatan Kewangan atau sistem akuntansi,

Karcnanya, menghindari kKemungkinan
sercederanya tujuan hukum menjadikan pems-
ssharuan hukum responship terhadap dinami-
ka perkembangan kehidupan bermasyarakat
dan bemegara, hal tersebut menjadi penting
dalam bidang pembangunan hukum ckonomi
sermasuk pembaharuan sistem akunavsi pere-
konomian hukum,

Semua orang tahu Profesi: Akuntan Pub-
% sangat cral kaitannya dengan aktivitas bis-
mis, analisa serta pendapat dari Akuntan Publik
terhadap suatu laporan keuangan sebuah peru-
szhaan akan sangal menentubkan dasar pertim-
fangan dan pengambilan keputusan bagi selu-
ruh pihak ataupun publik vang mengpunakan-
aya, Misaloya; para investor dalam mempertim-
pangkan dan memutuskan kebijokan investasi-
myn, para penasehat kevangan ataupun invesia-
s dalam memberikan arahan pada para inves-
tor terhadap keadaan dan prospek dari sebuah
perusahaan, para pembern pinjaman (lenders)
dalam mempertimbangkan serta memuiuskan
tangkah pemberian ataupun penghentian pinja-
man bagi perusahaan terschut,

Perusahaon  harus  dapat  'memberikan
gambaran yang benar lentang status keschatan
keuangannya, karena berhubungan dengan
konsekuensi hukum dari oktivitas berbisnis.
Dimana konsekuensi hukum itu mengharuskan
masing-masing pihak yvang terikat didalamnya
untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang
tzlah disepakati. Kegagalan dalam pemenuhan
kewajiban tersebut, baik sebagai akibat dar
tindakan wanprestasi.

Semua orang tahu bahwa tidak dapat di-
pungkiri begitu penting peren Akunten Publik

Herrman Fikni

dalam memberikan informasi yang tepat me-
ngenai laporan keuangan suaty perusahasan
Seperti yang kita ketahui semua bagaimana
dampak dari kasus “Enron gate” yang terjadi
di Amerika, terlihat bagaimana scbuah opini
yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik wmya-
ta mempunyai dampak vang besar terhadap ja-
lannya perckonomian. Kebangkrutan Enron
tersebut menyebabkan dibubarkannya KAP
Arthur Andersen, vang mengaudit Laporan
Kevangan Enron karena hasilnva memberikan
opini wajar, tidak menemukan atan bahkan de-
ngan sengaja menutupi kecurangan penipuan
akuntansi vang dilakukan Enron.

Scbagai seorang Akuntan publik meru-
pakan prefesi yang muncul dari adanya tuntu-
tan publik akan adanya mekanisme komuni-
kasi yang indcpenden anmtara entitas ekonomi
dengan pars smkeholder terutama vang berkai-
tan dengan akuntabilitas dan entitas vang ber-
sangkutan. Melihat dari salah satu contoh di
atas, hendaknya ada penmgkatan standar mu-
tu tl!a:n profesionalisme seorang akuntan Pub-
lik.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun
2011 tentang Akuntan Publik secar garis besar
mendefinisikan tentang peran seorang Akuntan
Publik di dalam lingkungan masyarakat vang
terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung ja-
wab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang
Akuntan Publik maupun KANTOR AKUN-
TAN PUBLIK yang bertujuan untuk lebih
mensosialisasikan  kepada masvarakm  akan
pentingnya penggunpan jasa akuntan Publik
dalam prakieknya di lingkungan masyarakat,

Skandal akuntansi (aceowning scandaly)
atau skandal akuntansi perusahaan (corporare
accounting scandals) adnlah skandal politik
dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan
kelakuan burik para ekschkutf perusahaan
publik. Kejahatan tersebut biasanya melibatkan
metode yang kompleks untnk menyalahgina-
kan dana atau menycsatkan.

Fravudulent statement atau financial sia-
tement fraud it sendiri didefinisikan berbeda-
beda. Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE) mendefinisikan financial starement
fraud sebagai “Salah saji atau pengabaian

! Tunnakotta, Theodorus M. Akummansi Forersik dan Avdir
tnvestiganif, Edizi X, Inkarta: Satemmba £, 2010,
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atas foku-fakia yang msteriul yang disengaja,
atau data akuntansi yang menyesatban, du
ketika mempertimbanghkan denpan semis in-
formasi ying tersodia. akan menyohabkon pem-
bacs laporan menggaoti ateu mengubah pen
laian atay keputusannye " Sedangkan The Tre
adway Commixsion mendefiniskan sebagal “me-
lakukan tindakan secars sengaja atan cerobok,
yang merupakan perbuatan atan kelalniin,
yang menghasilkan mater laporn keunngan
vang menyesatkan™",

Pari definisi di ams. dopat disimpulkan
bahwa definisi Iramcial suiement frad aili-
lah salah saji atmu kelalaian yang disenpajn
baik it dari sepl jumlahhesamn ot penguog-
kapan laporan kevangan ying ditgjukan uniuk
menipu pengguna laporan keuangan Khusos-
nya investor dan kreditor, Dalum hal boomuns
jemen melakukan pengolahan laporn keunngan
untuk kcuntungen mercka senditn Namun de-
mikian, dengin membandingkan definia /-
nanciol statemend frawd twrsebut dh aas, scoarm
umum kejohatan akuntansi ity sendin dapal
didefinisikan  sebagmi  kejuhatunkecurangan
vang dilakukan dalam bidang ckonomi dan
berkaitan denpgan akuntansi. Hal inf bemei fis
nanciol statement frawd merupakan salih st
bentuk keiahamn akuniansi,

11, Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di ates, muks
penulis mermuskan permasaldhan schugni be-
rikut:

I. Sgjuuh manokah  benuk kejahatm
akontansi dan bentuk sinksi hukum
terhadap pelakun kejohaten akuntas
berdusprkan Undang-Undung No. § 6=
bian 2017 ten-tang Akuman Publik ¥

2. Bogmmonakah penerapan don penang-
gulangan terhadap kejabatin akwitansi?

1. Landasan teor

A. Teori Penegakan Hukum
Memurat teori penegakkan hukum yang
dikemukakan oleh Joseph Goldstein bahwa -

* Kholis, Azizul, | Nengah Rats, Sa Sulistiyowsti, dun
Endal Prapti Lesteri. Eevwaiiban bl (el lbilin)
‘murefiyor, Jumal Bisings dan Akuotans, Volume 3, N
(myor 3 Desember 2001,
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Vbl Enforcement yaliu. dimana roang
lipgkup penegaickan hukum pidana scba-
gaimans yong diremuskan oleh hukom
substantive (substamtive lawa of crimes).
Herari pencgakkun hukum pidan secarn
fottl i widuk mungkin dapat dilakukan,
whab parn penogak hukum termasuk
Palri dibatasi secarn ketst oleh hukum
acary pidapa © Sepert] adanyi aturan-at-
ean Temtimg penangkspan,  penthanam,
penggeledaban, peoyitasn dan pemerik-
saan pendahiiloan

Hukuwm pidene formil Indencsia ditentu-
kan dalam sehunh Kimb Undang-Undang Hu-
kum Asarn Prdana (KUHAP) yang mengatur
hagmmann bekerjanya lembaga-lembaga pete-
gak hubum seperti kepolision, kefakssan, pe-
ngudilan dan lemboagy pemasyurakatan dalam
v nbesanakan tugsnya. Tnstanst penegak hulum
ity merupakan satu rangkaian dalam - sistem
peradiban pudana,

KLTHAP menjelaskan babwa penahanan
harys daget dilabukan kepada tersangka atay
terdakwn vang telah melakukan tindak pidana
dbnu percobean maspon memberikan banmoan
dalpm tndak pidena tersebut dalam hal tndak
pridang o diancam dengan pidana penjaro lima
tabim atuy lebih', tindak pidana sebagaimana
timuksud dalam UL No. 5 Tahup 2011 ada-
lah Lindang-Unding tentang Akontan Publik
yang di putuskan DPR RI pada tengggal 5
April 2001 dan disshkan presiden tanggal 3
Mot 201 1 demgan ancaman pidana maksimal 5
Lt penjara dan denda Rp, 300,000,000, (1i-
£ s juln I1.l[l|.1:-l.l.r.lI dun Undang-pndang ler-
sebut mengatur weniang regulasi profesi, aso-
siasl profest, penziman, hak dan kewajiban;
wnggung jwab, sanksi, dan lain-lain, Dan Un-
dang-Uniang tersebut lebih lengkap membahas
temtang akuntan publik lebih Jenpkap diban-
dingkan U1 sehelumnyva yaitu UU No. 34 ta-
tum 1954 tentang pemakaian gelar Alkunran.

! Saiipto Rshocfo, Mol Penegokin Mikin Suain Thi-
fonam Souaodoprr, Parsbong: Sknnr Ban, 2005,

! Seeallo, Aifub {mcding Uridarg Hudkaoin Pidong (KT
fif g Komgator-Komentarmpa Leaghop Pasal De-
waf Pucsal, Bogor Politels, 1993,

" ndang-ndaig Mo, 5 Tabun 200 | ientang Akuntin
Pubibc
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Untuk menciptakan kehidupan masyara-
gat yang harmonis dan teratur, maka dalam
ichidupan bermasyarakat diperiukan  suaty
sistemn hukum. Sistem hukum menipakan suatu
kesatuan yang terdinl dari unsur-unsur atay ele-
men yang berinteraksi saw sama lam. Dalam
ststem hukum tidak menghendaki adanya kon-
flik atan unsur-unsur yang ada dalam sistem,
kalsu sampai terjadi konflik, maka segera dise-
lesaikan oleh sistem terselbut,

Sistem hukum yang dikemukakan oleh
Harok] J. Berman adalah

kescluruhan aturan  prosedur  spesifik,
yang karena itu dapat dibedakan cirri-
cirinva dari kaidah-kaidah sosial yang
lain pada wmumnya dan struktur otorifus
yang professional guna mengoniral pro-
ses-proses sosial yang terjadi dalam ma-
syarakat,

Hukum akan berperan baik bila ketiga
komponen dimaksud, vaiw strukiur hukum,
substansi hukum don budava hukum i saling
berimteraksi dan memainkan peranan sesuai
dengan fungsinya. sehingga hukum akan ber-
jalan efektif sesuani dengan fungsinya, sehingga
hukum akan berjalan efektif sesuai dengan
fungsinva. Scandainya apabila ketiga kompo-
nen sistem hukum tersebot tidak berfungsi de-
ngan baik, maka akan muncul permasalahan
dalam upays untuk memfungsikan hukum se-
bagai sarana peml:mhnrm dan pembangunan
masyarakal itu sendiri, ©

Berkenaan dengan substansi ketipa di
atas erat kaitannya dengan hukum acara pida-
na. Kehadiran bukum acara pidana menjadi
penting karena ia menjadi panduan bagi aparat
pcﬂ:galv. hukum dan masyarakal untuk mence-

gah jangan sampan terjadi masyamkat main
hakim sendiri.*

' Soetand Wignyosubrote, Dari Hukum Kolorial ke Hu-
kum Nasional Dinomika Soesial Politik Dalam Perkens
sangan Hukum df fndonesta, Jakarta: Ruja Grafindo
E'-rmidl. 1995, hal. 1,

Mochtar Kusumantmadia, Konsep-komsep Huknm Da-
famt Pembangiman (Kempulan Karya Tuliv), Bandung:
Alummni, 2002, hal, 3,

' Bambang Pumomo, Ovientes! Hubum dears Pldana
Indomesia, Wopyakerts: Amarta, 19848, hal, 2,

Hermoan Fikri

B. Teori Pertanggungan jawab Pidana
Untuk dapal mempersalahkan seorang
melakukan pelanggaran pidana bukan meru-
pakan hal yang mudah, demikian pula techa-
dap penjamuhan sanksinya. Dalam hukum pida-
na konsep Mability atau pertanggungan jawab
pidana merupakan konsep sentral yang dikenal
dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin
ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan
mens rea, doktrin mens rea terscbut didasar-
kan pada maxim actie non falit vewm misi mens
sit rea, yang berarti suatu pecbuatan tidak me-
ngakibatkan seseorang bersalah kecuali ada
pikiran orang it jahat, Berdasarkan asas terse-
but ada dua syarat yvang harus dipenuhi untuk
dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan
lahiriah yang rerlarang (acms rews) dan sikap
bathin jahat/tercela (mens rea), sikap bathin da-
pat berupa kesengajaan dan kealfaan,”
Menurit Prof. Mr. Roeslan Saleh, ke-
salahan itu merupakan syarat subyektif
dan mutlak bagi pertang-gungiawab pi-
dana, Dengan kata lain manakala pelaku
melakukan perbuatan tercela, dia tentunya
tiduk dipidana bila tidak mempunyai kesa-
lahan, sebagaimana torcantum  pada asas
tidak tertulis yang berbunyi geen straft
sonder sehuid."”

Muladi memberikan patokan-patokan
karakteristik vang hams diperhatikan da-
lam membuat kebijakuan hukum pidana
vang akan datang, yaitu: perfoma, -
kum pidana nasional mendatang yvang
dibentuk harus memenuhi pertimbangan
sosiologis, politis. praktis, dan juga du-
lam kerangka weologis Indonesia; ke-
e, hukum pidana nasional mendatang
tidak boleh mengabaikan aspek-aspek
yang bertalian dengan kondisi manusia,
alam. dan wradisi Indonesia; keriga; hu-
kum pidana nasional mendatang harus
dapat menyesuaikan diri dengan kecen-
derungan-kecenderungan universal yang
tumbuh di dalam pergaulan masyarakat
beradab; keempar, karcna sistem peradi-
lan pidana, politik criminal, dan politik
penegakan hukum merupakan bagian

¥ Ibld, kal. 17
9 rhid, bal. 17
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duri politik sosial, maka hukum pidina
nasional mendatang harus memperhat-
kan aspek-aspek yang bersifat preventif;
kelima, hukum pidana nasional menda-
tang harus selalu tanggap terhadap per-
kembangan ilmu pengetahuan Jdan tekno-
logi guna meningkatkan efekiifitas fung-
sinya di dalam masyarakat''

Apa yang dikemukakan Muladi di ates,
schenarmya merupakan internalisasi atay im-
plemnentasi nilai-nilai Pancasila dalam perm-
baharuan hukum pidana. Sebagaimana diketo-
hui, usaha-usaha pembaharuan hukum pidana,
baik materiil maupun formil, terus dilakukan.
Dalam konteks pembaharuan hukum pidana
materiil, telah beberapa kali dibentuk Tim
Pembaharuan KUHP Nasional yong sudah mu-
lai bekerja pada mbun 60-an hingga seka-
rang, dan sudah menghasitkan Ronsep RUU
KUHF, bahkan sekarang sudah menjadi RUU
KUHP yang stap dibahas di Dewnn Perwaki-
lan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan-
nya.

Demikian pula pembaharomm hukam pi-
dana melalui jatur peraturan perundang-unda-
ngan di luar KUHP, yang berjumlal puluhan,
bahkan mungkin telah ratusan undang-undang,
baik yang merupakan undang-undang (di bi-
dang) hukum pidana, maupun undang-undang
(pidana) di bidang adminisiras: (aaminisirative
permal law),

Upaya pencgakan hukum memberikan
arti adanya upaya untuk menjags agar kebera-
daan hukum yang diakui di dalam suatu ma-
syarakat dapat tetap ditcgskkan, Upaya 1erse-
but pada dasamya hanis Meni@mIn agar seiap
warga ncgara mematuh hukum yang berlaku
di dalum masyarakat yang bersangkutan

Penegakan hukum bukanlah merupakan
suatu kegiatan yang berdini sendin, melainkan
mempunyai hubungan timbal babik yang eras
dengan masyarakamya. Oleh karena itu dalam
membicarakan masalah ini sebadknyu fidak me-
ngabaikan pembicaraan mengenai stukiur ma-
syarakat yang ada di belakangnya Pencpakan
hukum dalam suaty masysrakat mempunys
kecendernungan sendiri yang disebabkan oleh

I!M
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strukiur masyarakamya

Struktur masyarakat ini  memberikan
pengaruh, baik berupa penyediaan sarana so-
sial yang memungkinkan penegakan hukum
itw dijalankan, maupun memberikan hamba-
tan-hambaian yang menycbabkan ia tidak da-
put dijalanksn wiaw kurang dapat dijalankan
secard optimal. Jadi masalah pokok dalam pe-
negakan hukum scbenamya teretak pada fak-
tor-faktor yany mungkin mempengaruhinya,

1V. Etika Profesi Auditor

A. Peranun Etika Dalam Profesi Auditor
Friks profisi sangat diperlukan dalam

profest seorang auditor. Adapun peranan ctika

dalum profesi auditor adalah schagai berikut

a  Awdit membutuhkan pengabdian yang
besar pada muasyarakat dan komitmen
morl yong tingsl,

b. Masyarakat menuntut untuk
memperoleh josa para puditor publik
dengan standar kualitas yang tinggi,
dan menumut mereka uniik bersedia
mengorbankan  dirl. lulab  schabnya
prafesi auditor  menetapkan  stan-dar
teknis dan standar ctika yang harus di-
jadikan panduan oleh para auditor
dalam melaksanakan andil

c. Standar cuka diperlukan bagi profesi
audit karena auditor memiliki posisi
sebagai  omng  kepercayaan  dan
menghadapi  ke-mungkinan benturan-
bentumn kepentingan.

d. Kode etik atau aturan etika profesi audit
menyediskan panduan bagi para auditor
profesional dalam memperntahankan diri
dari godoan dan  Jalam  mengambil
keputu-san-keputusan sulit.

B. Prinsip Etika Akuntan

Fiika sudah menjadi kebutuban setiap
orang dalam menjalankan akiivitas mercka.
Etika merupakan serangkaian prinsip atan nilai

= Atmessamiis, Romii. Pengamiar ik Kejahaion
Bisin {Bisnis Crime), Bogor: Kencara, 2003,

" K holis, Arirul, | Nengah Ratn, Sri Sulistiyowali, dan
Endsh Prapti Lestari, Kewafiban b (Tegal Habifit
auditor, Jumal Disints dien Aluntansi, Velume 3. No-
mowe 3 Desember 2001
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moral yang dimiliki oleh setiap orang, terma-
sak etika dalam menjalankan profesi. Salah sa-
& profes) yang mempunyai ctika adalah akun-
tn publik.

Prinsip <tika akuntan alau kode etik
skuntan itu sendici meliputi delapan butir per-
pyatpan, Kedelapan butir pernvataan fersebut
merupakan hal-hal yang seharusnya dimilika
oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut
sdalah, sebagai berikut':

1) Tanggung Jawab Profesi
Dalum melaksanakan tanggung sebagai
profesional, setiap anggota harus senanti-
asa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang di-
lakukannya. Anggota juga haros selalu ber-
tanggungjawab untuk bekerja sama dengan
sesama anggota untuk  mengembangkan
profesi akuntansi, memelihara kepercavaan
masyarakal dan menjalankan tanggung ja-
wab profesi dalam mengatur dirinya sendi-
ri. Usiha kolektif semua anggota diperlu-
kan untuk memelihara dan meningkatkan
tradisi profisi.

2) Kepentingan Publik
Anggota harus menerima kewajiban mere-
ka untuk bertindak sedemikian rupa demi
melayani  kepentingan publik, menghor-
mati kepercavaan publik, dan menunjukan
komitmen atas profesionalisme.

31 Integritas
Integritas merupakan kualitas yang melan-
dasi kepercayaan publik dan merupakan
patokan (benchmark) bagi anggota dalam
menguji keputusan yang diambilnya. Un-
tuk memelihara dan memperloas keyakinan
publik, anggota harus melaksanakan semua
tanggung jawab profesinal dengan integri-
tas tertingpi

4) Objektivitas
Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota
bersikap adil, ridak memihak, jujur sccara
mtelektual, tidak berprasangka, serta bebas
dari benuran kepentingan atau dibawah
pengaruh pihak lain. Seorang anpgota ha-
rus memelibara objektivitas dan bebas dari
konflik kepentingan dalam menunaikan
tanggung jawab profesional, Seorang ang-

" Teamskotn, Theodorus M. Ahwwansl Forensik dan
Aucliy fvestigenif; Edivi 2, Jakarta: Salemba 4, 2010,

Herman Fikri

gota dalam praktik publik scharusnya men-
jaga independerisi dalam fakta dan penam-
pilan saat memberikan jasa auditing dan
atestasi lainnya

5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Seorang anggota profesi hams selaluy me-
ngikuti standar-standar etika dan icknis
profesi terdorong untuk secarn lerus mene-
rus mengembangkan kompeiensi dan kua-
litas jasa, dan menunaikan tanggung jawab
profesional sampai tingkat tertingg ke-
mampuan angeota vang bersangkutan.

) Kerihasinan
Seorang akuntan profesional harus meng-
hormati kerahasiaan informasi yang diper-
olehnva sebagai hasil dan hubungan pro-
fesional dan bisnis serty tidak boleh meng-
ungkapkan informasi apa pun kepada pihak
ketiga tanpa izin vang benar dan spesifik,
kecuali terdapar kewajiban hukwm atau ter-
dapat hak profesiomal untuk mengungkap-
kannva. Kewajiban kerahasisan berlanjo
bahkan setelah hubungan antara anggota
dan klien atau pemberi jasa berakhir

T) Perilaku Profesional
Scorang akuntan profesional harus patuh
pada hukum dan perundang-undangan
vang relevan dan harus menghindari rinda-
kan yang dapat mendiskreditkan profesi.

B) Standar Teknis
Sebagai profesional setiap anggota dalam
melaksanakan twgasnya harns sesual de-
ngan standar teknis dan standar profesional
yang relevan. Scsuai dengan keahliannya
dan dengan berhati-hati, anggota mempu-
nvai kewajiban untuk melakssnakan penu-
pasan dan penenma jasa selama penugasan
tersebut sejolan dengan prinsip integritas
dan obyektivitas,

C. Aduran Etika Kompartemen Akuntan

Sektor Publik

Aturan elike merupakan penjabaran le-

bih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan dite-

iapkan untuk masing-masing kompariemen.

Untuk akuntan sektor publik, aturan ctika dite-

tapkan oleh 1Al Kompartemen Akuntan Sektor

Publik (IAI-KASP). Sampai saat ini, aturan

etika ini masih dalam bentuk exposure drajt.

yang penyusunannys mengacu pada Srandard
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of Professiomal Practice on Ethics yang diter-
bitkan oleh the faternarional Federarion of dc-
countants (IFACH".

Berdasarkan aturan ctika ini, seorung
profesional akuntan sektor puhltk harus memi-
liki karakteristik yang mencakup:'*

8. Penguasaan keshlian intelekival yang di-
peroleh melalui pendidikan dan pelanban.

b. Kesediaan melakukan tugas untuk masyars-
kat secara luas di tempot fnstansi Kerja mau-
pun untuk auditan.

¢, Berpandangan obyektif.

d, Penyediaan layanan dengan standar pelak-
sanaan tugas dan kincrja yang ungg.

Pencrapan aturan etika i dilakukan

untuk mendukung tercapainya tujuan profesi

akumtan yaiti:

a, Beékerja dengan standar profiesi vang tinggi,

b. Mencapai ungkat kincrja yang dibarapkan

¢. Mencapm tingkai kinerja yang memenubi
persyaratan kepentingan masyarakat.

V. Kewajiban Hukum Auditor

A, Tanggung Jawab Auditor

Dalam hal tedadinys pelangaran yong
dilikukan oleh seorang Akuntan Publik dalam
memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan
bukti pelanggarun apapun yang bersifal pe-
langgaran ringan hingga yang bersifat pelang-
garan berat, berdasarkan "MK No. 17/PMK.
0172008 hanva dikenakan sanksi administratif,
berpa: sanksi peringatan, mnknl pembekuan
ijin dan sanksi pencabutan ijin" .

Penghukuman dalam pemberian sanksi
hingga pencabutan 1zin baru dilakukan dalam
hal seorang Akuntan Publik tersebut telnh me-
langgar ketentuan-ketentuan vang diamur dalam
SPAFP dan termasuk juga pelangeanin kode
etik vang ditetapkan oleh TAPL sertn jugs me-
lakukan pelanggaran peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku yang berhubungan dengan
bidang jasa yang diberikn, atan jugs akibat dari
pelanggaran yang terus dilakukan walaupun
telzh mendapatkan sanksi pembekuan izin se-

l""m

" Torumn, L. Henry, Tangmmng fuwoab sk publil,
Media Akumiansi, Mo 13 Jung 2000, Bukari [nisems
Artha Indonusa, 20|,

T hid
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belumya, slwupun ndekan-imdakan yang me-
nentang langkah pemeriksaan schubungan de-
ngan adonya dugasn pelanggaran profesiona-
lisine akuntin publilk.

Ak tetapi, hukuman yang bersifat ad-
mministratil lersebul walsupun disko menupa-
kan suatn hukumian yang cukup berat bagl ek-
sistenst dan masa dopan dan scorang Akuntan
Publik, (emyata nesih behim menjawab pe-
nyelesaian permasalahan sloupuy wsiko kery-
pinn yang telah didenta oleh anggota masyara-
kat, sebagul akibat dan penggunedn hasil audit
dari Akuntan Publik tersebut.

Lebih jaub Soedarjono dalam  Sarsiti

(2003) mengungkapkan bahwa auditor memi-

liki beberapa tanggung jawab yaitu: iy

g Tungeung jswsb terhadap opini yang dibe-
rikan

b Tanggung sawab terhadap profiesi.

Timggung jowab techadap klien.

d Tenggung jawab unmk mengungkapkan
keeurangan

¢ Tangpung jewih terhadap pihak ketipa.

L Tanggung jowab terhadap pihak ketigs atas
kecurangan vang ndak ditemukan,

b

B. Pemabaman Hukom dan  Kewajiban
Aunditor

Baoyak profesional akunisnsi din hu-
kum percaya babwa penyebab utama tuntutan
sk terhidap kantor akuntan publik adalah
kurangnys pemahaman pemakai laporan keu-
angan tentang porbedaan antara kegagalan bis-
ni= dun kegagnlan sudit, dan antam kepagalan
audit serta risiko zudit.

Benkw i defenisi mengenat kegagilan
bisnis, kegagalon audit dan risiko audit menu-
rut Loebbecke dan Arens"

4. Kepngalan bisnis
b Kegagalan audit
¢. Risiko Audit

Bila di dalwm melzksanskan sudit, akun-
tar publik lelal gagal mematuhi sandar pro-

" Sarsitl, Nsalivas audie den sanggng fawab asditor
terhadap prmattatar kerugian, Jomal Kenangan dan
Birinds, Volume |, Nowar 2 Cetober 2000,

¥ Saleh, AS Rachmad sun Saiful Amoar Syabdan, Per
spgkrill krweyifan  hkum tevkalep advokasi okunran
public di Indnncsin, ariilel, Media Akuntansi, No.35
Sepdenber-akinher 2007, fakarta Inlama Artha Indonusn,
2003
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fesinya, maka besar kemungkinannya bahwa
Pusiness failure juga dibarengi oleh audir faifu-
re. Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publik
harus bertanggung jawah, Sementars, dalam
menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak
luput dari kesalahan. Kegagalan audit yang di-
lzkukan dapat dikelompokkam menjadi ordi-
sary negligence, gross negligence, dan fraud.

Ovrdinary negligence merupakan kesala-
hen yang dilakukan akuntan publik, ketika
menjalankan tugas audit, dia tidak mengikuti
pikiran sehat (reasonable care). Dengan kata
lain setelah mematuhi standar vang berlaku
ada kalanya auditor menghadapi sinsasi yang
belum diatur standar, Dalam hal ini auditor
harus menggunakan "common semse” dan me-
ngambil keputusan vang sama sz?mi seorang
{nypical) akuntan publik bertindak®',

sedangkan gross mezligence merupakan
kegagalan akuntan publik mematuhi standar
profesional dan standar etika. Standar ini mini-
mal yang harus dipenuhi. Bila akuntan publik
zagal mematuhi standar minimal (gross negli-
gence) dan pikiran sehat dalam situasi tertenta
(ordinary negligence), yang dilakukan dengan
sengaja demi motif tertentu maka akuntan pub-
lik dianggap telah melakukan fraud yang me-
ngakibatkan akuntan publik dll:gn!l dituntut baik
secarn perdata maupun pidana™,

Sebagian besar profesional akuntan setu-
ju bahwa bila suatu audit gagal mengungkap-
kan kesalahan yang material dan oleh karena-
nya dikeluarkan jenis pendapat vang salah,
maka kantor akuntan publik vang bersangku-
tan harus diminta mempertahankan kualitas
auditnya. Jika auditor pagal menggunakan ke-
ahliannya dalam pelaksanaan auditnya, berarti
terjadi kegagalan aodit, dan kantor akuntan
publik tersebut atou perusahaan asuransinya
harus membayar kepada mereka yang mende-
rita kerugian akibat kelalaian auditor tersebut.

Pemahaman terhadap hukum tidaklah
mudah mengingat pemahaman tersebut me-
nuntut suatu kesadaran dan perilaku-perilaku
vang terlibat di dalamnya dan juga adanya ke-

=4,
i rhid

5 Tuannkotts, Theodorus M. Akuntans) Forensié aan
At fevestigetif, Edini 2. Jukarty:; Salemba 4. 2000

Hvman Fikri

mungkinan interpretasi yang berbeda-beda ter-
hadap keberadaan suatu hukum. Hal ini juga
yang terjadi pada profesi akuntan publik di
mana perilaku-perilaku yang terlibat terkadang
kurang memahami secara benar apa yang telah
menjadi kewajiban yang nantinya akan mem-
punyai konsekuensi terhadap hukum. Suatu
pemahaman yang baik terhadap holowm akan
membawa profesi akuntan publik minimal ke
dalam praktek-prakiek yang sehat, yang dapat
meningkatkan performance dan kredibilitas:
publik yang lebih baik,

Sebaliknya apabila akuntan publik ku-
rang memahaminya pada iklim keterbukaan di
era reformas: scperti sckarang ini maka akan
dapat membawa perkembangan fenomena ke
dalam konteks yang lcbih luas pada publik
yang sudah mulai berani melakukan tuntutan
hukum terhadap berbagai profesi termasuk
profesi akuntan publik.

C. Kewajiban Hukum Bagi Auditor

Auditor secara umum sama dengan pro-
fesi lainnya memipakan subjek hubkum dan pe-
rturan lainoya. Auditor akan terkena sanksi
atas kelalmannya, seperti kegagalan untuk me-
matuhi standar profesional di dalam kmerja-
nye. Profesi ini sangat rentan terhadap penun-
tutan perkara atas kelalaiannya yang digam-
barkan schagai sebuah krisis.

Sedangkan kewajiban hukum vang me-
ngatur akuntan publik di Indonesia secara cks-
plisit memang belum ada, akan tetapi secara
implisit hal tersebut sudah ada seperii teruang
dalam Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
Peraturan-Peraturan  mengenai  Pasar Modal
atun Bapepam, UL Perpajakan dan lain seba-
gainya yang berkenaan dengan kewajiban hu-
kum akuntan.

Keberadaan perangkat hukum yang me-
ngatur akuntan publik di Indonesia sangat di-
butubkan oleh masyarakat termasuk kalangan
profesi untuk melengkapi aturan main vang su-
dah ada. Hal ini dibutuhkan agar disaty sisi ka-
langan profesi dapat menjalankan tanggung
jawab profesionalnya dengan tingkat kepar-
han yang tinggl, dan di sisi lain masyaraiat
akan mempunyai landasan vang kuar bils se-
waktu-waktu akan melakuksn penuntutsn

>
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langgung jawab profesional terhadap akuntan
publik.

Dari wraian diatas, dapat distimpulkin
bahwa kewajiban hukum bagi seorng akuntan
publii adalah bertangpung jawab atos setiap
aspek tugasnya sehingga jika memang terjads
kesalahan vang diskibatkan oleh kelalaian pi-
hak auditor, maka akuntan publik dapat dimin-
tai pertanggungjawaban secara hukum sebagai
bentuk kewajiban hukum auditor.

I3, Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik muncal karena pesat-
nya perkembangan frawd vang terjadi, unfuk
mengungkapkan frand tersebut diperlukan il
mu mengenai akuntansi forensik, Tstilah akun-
tansi forensik merupakan terjemahan dar fo-
renyie aeeouniing.

Pada mulanya, di Amerika Serikat, akun-
tansi forensik  digunakan untuk  menentukan
pembagian warisan aton mengongkapkan mo-
tf pembunmhan, Bermula dari pencrapan o-
kuniansi uniuk memecahkan hukum, maka is-
tilah vang digunakan akuniensi (bukan audit)
forensik. Praktik akentansi forensik wmbul ti-
dak lama setelah krisis ekonomi melanda Indo-
nesia tabun 1997, Akuntansi forensik scsung-
guhnya bisa mempunyai peran yang efekiif da-
lam menegakkan hukum di Indonesia. nanun
perannya masih belum maksimal. Saal ini Pusst
Pelaporan dan  Analisis Transaksi  Kevangan
(PPATK) berusaha untuk mengembangkan
akuntansi forensik vang mulal berkembang i
Indonesia sejak krisis ¢ckonomi 1997,

Definisi  akuntansi  [orensik  menurut
Hopwood et al vaitu “forensic accoun-
fing is the application of fivestipative
and analytical skills for the purpose of
resolving financlal isswes in a manner
that FHE'E‘M standards requived by courts
of law. ™
Dengan  terjemahan  schagai  beriku,
akuntansi forensik adalah aplikasi kete-
rampilan imvestigasi dan analink yang
bertujuan unuk menyelesaikon masalah-
masalah keuangan melalui cara-cara
vang sesudi dengan standar yang ditetap-
kan oleh pengadilan dan hukum.

¥ Remce, 7., Finamcial Stovemens Frone Prevention cond
Dtertions. New York: John Wilsy & Sons, lne. 2002
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Menurut Tuanakota akuntansi forensik
wlah "pencrapan disiplin akuntansi da-
lam arti luas, termasuk auditing, pada
masilil hiukum untuk penyclcsaian I':u
ki i dalam atau di luar pengadilan®™

Dan beberapa pengeriian akuntansi fo-
rensik di amws, dopat dismpulkan babwa akun-
tansi {orensik adalah penerapan disiplin akun-
tansi yang berdasarkan pada keterampilan-ke-
terampilan dalam menginvestigasi dan menga-
nalisis yang berujuan untuk menyelesaikan
masalzh keuangan vang dilakukan berdasarkan

peraturan-peraturan yang ditctapkan ofeh hu-
Kum.

E. Pengeriian Fraod
Fraud atau yang scring dikenal dengan
istilah kecursngan merupakan hal yang seka-
rang banyak dibicarakan di Indoncsia. Penger-
tinn frawed ity sendini merupakan penipuan
yang sengujs dilakukan, yeng menimbulkan
kerugian pihak loin dan memberikan keunto-
nean bagi pelaku kecurangan dan atau kelom-
poknya, Fremaf sebagni representasi tentang
fakts material vang palsu dan sengaja atau ce-
ro-boh sehingga divakini dan ditindaklanjuti
oleh korban dan kerusakan korban. Dalam ba-
hasa aslinya fromed meliputi berbagai tindakan
melawan hukum®™,
Amrzal  mendefinisikan  kecurangan
“Frawd is criminal deception intended 1o
financially benefit the deceiver” yaitu
kecurungan  adalah penipuan  kriminal
vang bermaksud untuk memberi manfaat
keuangan kepada si penipu™.
Adapun menurut the Association af Cer-
tified Frand Examiners (ACFE), fraud
adalah: Perbuatan-perbuatan yang mela-
wan hukum yang dilakukan dengan se-
ngaja untuk tujusn tertentu (manipulasi
atau memberikan laporan keliru terhadap
pihak: lan) dilakukan orang-orang dari

* Tusnakoun, Theodorus M. Akt Forensik dan

a!'ucﬁfl‘nlﬁngw{fﬁu!uif Jakara: Salemba 4, 2010,
Rezsee, 2, Financiol Sweatemem Frend Prevention and

Dlepeciions. New York: John Wikey & Sons, Tine, 300

* Amrizal, CFE, Ponvegahon dan Pendetcksiuy Keen-

rangan olely Interaal Alditor, Takarta. 2004,
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dalam atau luar organisasi untuk menda-
patkan keuntungan pibadi ataupun ke-
lompok secara langsung atau tidak lang-
sung merugikan pihak lain®",

Dengan demikian frand adalah men-
cangkup segala macam yang dapat dipikirkan
=anusid, dan yang diupayakan oleh seseorang
miuk mendapatkan keuntungan dari orang
“in, dengan saran yang salah atan pemaksaan
izbenaran, dan mencangkup semua cara yang
sk terduga, penub siasat atau tersembunyi,
4an setiap cara yang tidak wajar yang me-
syebabkan orang lain tertipu atau menderita

VI Pembahasan

A Kejahatan Akuntansi Dan Beniuk Sanksi

Hukum terhadap Akuntan Publik

Pada dasarnya kejahatan akuntansi ber-

muara pada pelaporan keuangan vang menye-
satkan bagi penggunanya, termasuk aktivitas
vang tidak benar atau ilegal pada proses pengi-
“entifikasian dan pengukuran transaksi-tran-
saksi keuangan, Adapun beberapa bentuk keja-
Batan akuntansi, diantaranya adalah **:
& Manajemen Laba yang Tidak Sah (iffe-
gel earnings managemeni)
Mangjemen Laba (earning management)
terjudi ketika manajer menggunakan peni-
laian dalam pelaporan keuangan dan da-
lam penataan transaksi untuk mengubah [a-
poran keuangan uniuk  menvesatkan sra-
keholder 1entang kinerja ekonomi perusa-
haan.
Pendapat (opini) Auditor Eksternal yang
Tidak Benar
Auditor cksternal diberi wewenang untuk
melakukan audit keuangan pada perusa-
haan publik. Auditor dianggap melakukan
kejahatan jika dalam menjalankan profesi-
nya mengabaikan atau melanggar Standar
Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP),
€. Kejahatan Perbankan

Kejahatan akurtansi di perbankan dianta-

ranya dilakuksn dengan mengambil dana

* Ibid
* Atmasasmita, Romli. Pengamiar Hubum
Sunis (Bignis Crime), Bogoer: Kencana. 2003,

Hermun Fikef

nasabah (anpa sepengetahuan nasabah, me-
manipulasi data nasabah, memalsukan re-
kening nasabah dan  pemalsuan tandata-
ngan nasabah yang dilakukan oleh pelaku
kejahatan, Kcjuhatan ini termasuk dalam
kategori penggelapan.

. Kejahatan Akuntansi di Pasar Modal

Kejahatan akuntansi di pasar modal men-
cakup pelanggaran penvajian  informasi
vang tidak benar arau menyesatkan (mixe-
leading Information).
Kejahatan akuntansi di pasar modal lainnya
adalah mani-pulasi pasar, Manipulasi pasar
imi merupakan  modus kejahatan  yang
menggunakan teknik dan mekanisme pasar
sebagai alat untuk menciptakan pemben-
tukan hairga.

e. Transaksi dengan pihak vang memiliki

hubungan istimewa (Related-Party Tran-
Sgciions).
Bentuk pelanggaran ini mencakup tran-
saksi yang material atau dalam jumlah
vang tidak biasa dengan pihak yang memi-
liki hubungan istimewa, yang meliputi (1)
penjuatan fiktif pada pikak vang memiliki
hubungan istimews (2} pinjaman kepada
alau dan pibak vang memiliki hubungan
istimewa dimana tingkat bunganva lebih
rendah dibandingkan pasar (3) wransaksi
lainnya dengan pihak yang memiliki hubu-
ngan istimewa dengan harga vang lebih
rendah dibandingkan dengan transaksi nor-
mal, dan (4) pengungkapan yang tidak me-
madai atas mransaksi dengan pihak yang
memiliki hubungan istimewa,

B. Penggolongan Kejahatan Akuntansi Da-
lam Kriminologi

Kejshatan akuntansi atau skandal akun-
tansi melibatkan kaum elit bisnis dan kaum
profesional. Contoh kasus yang populer adalah
kasus Enron dimana harga saham perusahaan
tersebut anjlok karena ulah pendiri Enron,
mantan CEOQ, eksekutif Enron lainnya serta
Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson yang
bersckongkol memanipulasi laporan keuangan
Enron. Kejahatan akuntansi di perbankan dan
di pasar modal juga melibatkan kaum profesio-
nal.

Dengan melihat pelakunyva maka disim-
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pulkan bahwa kejahatan akuritanst ini masuk
dalam kategori kejahatan kerah putih (wiire
collar erime) adalah kejahatan vang dilakukan
oleh orang-orang terhormat dan stais sosial
tinggi dalam kaitannya dengan okupasinyi.
Dalam kaitannya dengan hukum posilif
yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Ln-
dang yang terkait menye-butkan beberapa pasal
yang terkait dengan kejahatan akuntansi, dan-

Laranya i

a. Berkaitan dengan manajemen laba ilegal
dapat dikenakan pasal 390 KUHP vaitu
“Barang siapa dengan maksud untuk me-
pguntungkan din sendiri atau orng lain
secara melawan hukum, dengan menyiar-
kan kabar bohong yang menyehabkan har-
ga barang-barang dagangan, dana-dans
atau surat-surat berharga menjadi tunin
atau naik diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan™.

b. Berkaitan dengan pemberian opini auditor
yang menyesatkan, dapat dikenakan pasal
416 KUHP yaitu “Scorang pejabat atau
orang lain yang diheri tugas menjalankan
suitu jabatan umum lerus-meverus atau
untuk  sementara waktu, vang sengaja
membuat secara palsu atan memalsu buku
buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun™

c. Berkaitan dengan  kejahatan  perbankan
yang merupakan kategori penggelapan, da-
pat dikenakan pasal 372 KUHP ymitu “Ba-
rang siapa dengan sengaja dan mclawan
hukum memiliki barang sesuaty yang selu-
ruhnya atau sebagian adafah kepunyaan
arang lain, tetapi yang ada dalam kekuasa-
antiva bukan karena kejahatan diancam ka-
rena penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah™

d. Berkaitan dengan kejahatan perbankan se-
hubungan pemalsuan rekening nasabah, da-
pat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf ¢ UU

% Adam Chusawi, Pelejaran Hubum Pldare Baghon 1
Penafriran Hikum Pidane, Dasar Peniadaan, Pebhera
s & Peringanan Pidans, Kejahatan Adwan, Perbore
sun & djoran Kousalitas, Jakarta : R Grafinda Per-
sada, 2002
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Pecbankan No 10 Takun 1998 yaiou: “meng-
whah, wengaburkan,  menyembunyikan,
menghapus, atauy menghilangkan  adanya
suaty pencstatan dalam pembukuan atan
dalam laporan, maupun dalam  dokamen
atau lgpornn kegistan usaha, laporan tran-
saksi atau rekening suatu bank, atau de-
ngan sengan  mengubal, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan  atay
merisak cuistan pembukuan tersebat, dian-
cam dengan pidana penjam sckurang-ku-
rangnyn 5 (lima) tabun dan paling lama 15
(lima belts) tahun scrta denda sekurang-
kurangnya Rpl0.000.000.000,00 (scpulub
miillar rupish) dan paling banyak: Rp 200.
(RO 000 000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

¢ Berkaitan dengan kejahatan akuntensi di
pasar modul vang berupa manipuliasi pasar.
dapat dikenakan pasal 91 Undang-undang
gomor § tahun 1993 tentang Pasar Modal
vaitu: “Setinp pihak dilarang melakukan
tindakan, baik lamgsung manpun  tidak
langsung. dengan fujuan untik mencipta
kan gambnran scon atan menyesatkan me-
ngenal kegiatan perdagangan, kesdaan pa-
sar atgu harea efek di Bursa Efck

. Penychab Kelshatan Akuntansi

Untuk mengetahui penyebab terjadinys
kejahatan akuntansi dapat menggunakan kon-
sop segitig fraud Konsep segiiga frand
dicetuskan aleh Donald R, Cressey untuk men-
jelaskan g fakior penyebab yang muncul da-
lam setinp situasi frand. Ketigs faktor tersebut
adalah motif, rasionalisasi, dan kesempatan ™,

Mot menpgambarkan statu dorongan
Eebumhan nias dans atau alasan sescorang
vang menyebabkan dia perin untuk melakukan
sunty kejahatan, Unsur ini kadang-kadung di-
sebiil sebagal tekanan, yang biasanyu inerupa-
kan suatu bentuk pendorong untuk mempero-
leh penghasilan tambahan yang akan diguna-
kan untuk berbagai nijwan

Pelaku framd menggambarkan tindakan

mereka sebagai suatu tindakan yang bukan ka-
tegori kejahatan, mclainkan hanya mengambil
suatu keuntungan skibat ketidakadilan yang

¥ Weygandt, 11, PIY Kimmel, dan DE. Kieso, Ac-
rounting “rinciples, |tk Edirinn, Hoboken, New Jer-
wy: fohn Wilsy & Son, Inc. NHIE
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dilakukan oleh perusahaan atau orang lain.
Mereka memaklumi rindakan mereka tersebut
dan mengatasi kekhawatiran dengan berangga-
pan bahwa tindakan mereka bukan suatu pe-
langgaran hukum. Pelaku frand merasionalisa-
sl tindakan mercka. Rasionalisasi inilah yang
memungkinkan mereka imtuk melakukan kegi-
atan fraed,

Karena kejahatan akuntansi biasanva di-
lakukan olch tim manajemen tingkat atas ber-
arti kejahatan ini scring terjadi dalam lingku-
ngan perusahaan yang corpoorafe governance-
niya tidak dapat diperanggungjawabkan dan ti-
dak berjalan efckrif Pada dasamya manaje-
men akan lebih enggan umuk terlibat dalam
kejahatan aluntansi jika mekanisme corporate
governance tersebut berjalan efckiif dan me-
ningkatkan mekanisme pencegahan dan detek-
s1 kemungkinan adanya kejahatan akuntansi.

D. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Keja-
haian Akuntansi

Dalam hal terjadinya pelangaran yang
dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam
memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan
bukti pelanggaran apapun yang bersifat pe-
langgaran ringan hingga yang bersifat pelang-
garan berat, berdasarkan PMK No. 17/PME.
012008 hanya dikenakan sanksi administratif
berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekunn
yjin dan sanksi pericabutan ijin seperti yang di-
atur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal
64 dan pasal 65", Sedangkan menurut Un-
dang-Undang nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Akuntan Publik yang diawr diamur dalam Pa-
sal 55 dan 56,

Pasal 55

Akuntan Publik vang :

& melakukan manipulasi, membantu melaku-
kan manipulasi, dan‘atau memalsukan data
vang berkaitan dengan jasa yang diberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayal (1) huruf |; atau

b. dengan sengajn melakukan manipulasi, me-

" Toraan, L Henry, Tangeang fowab akwtan publi,
Media Akuntansi, No.J8 Junir2001, Penerbit Imzma
Artha Tndonasa, Takart. 2001,

* Undang-Undang No- § Tabun 2011 tentang Akuntan
Publik.

Heraran Fikrl

malsukan, dan‘atau menghilangkan data
atau catatan pada kertas kerja atau tidak
membuatkertas kerja yang berkaitan de-
ngan jasa yang diberikan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (1) schingga
tidak dapat digunakan sebagaimana mesti-
nya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak
yang berwenang dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pi-
dang denda paling banyak Rp300,000,
000,00 (tiga ratus juta nupiah).

Pasal 56

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 5 (li-
ma) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Pasal 57

(1) Setiap orang vang memberikan pemyataan
tidak benar atau memberikan dokumen pal-
su atau yang dipalsukan untuk mendapat-
kan atau memperpanjang izin  Akuntan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayai (1), Pasal 7 ayat (2), ataw Pasa] 8
ayal (2), dan/wtay untuk mendapatkan izin
ussha KAP astau izin pendirnian cabang
KAFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) amau Pasal 20 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rapiak),

(2) Setiap orang vang bukan Akuntan Publik,
tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik
dan bertindak seolah-olab sebagai Akuntan
Publik schagaimana diatur dalam Undang-
Undang im, dipidana dengan pidana penja-
ra paling lama 6 (cnam) tahun dan pidana
denda paling banyak RpS00.000.000,00 (1i-
ma ratus juta rupiah),

(3) Dalam hal tindak pidana schagaimana di-
miaksud pada ayat (1) atay ayat (2) dilaku-
kan olch korporasi, pidana yang dijatub-
kan terhadap korporasi berupa pidana den-
da paling sedikit Rp 1,000.000.000,00 (satu
miliar rupiah} dan paling banyak Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar
denda sebagaimana dimaksud pads ayvm
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(3}, pihak yang beranggung jawab dipi-
dana dengan pidana penjara paling singkat
2 {dua) tahun dan paling lama & {enam) w-
hun.

Penghukuman dalam pemberian sanksi
hingga pencabitan izin bare dilakukan dalam
hal seorang Akuntan Publik teloh melamggar
ketentuan yang diatur pula dalam SPAP dan
termasuk juga pelanggaran kode etik yang di-
tetapkan oleh IAPL serta melakukan pelangga-
ran peraturan perundang-umdangan yang ber-
laku atau juga akibat dan pelanggaran yang
terus dilakukan walaupun telah mendapatkan
sanksi pembekuan izin sebelumya, ataupun
tindakan-tindakan yang meneniang langkah
pemerikiaan sehubungan dengan adanya duga-
an pelanggaran profesionalisme akuntan pub-
lik.

Sanksi admininistratif menurut Undang-
Undang nomor § Tahun 2011 Tentang Akun-
tan Publik yang diatur dia-tur dalam Pasal 53
dapat pula dikenakan kepada akuntan publik
vang melanggar atucan vang sudah ditetaphkan
oleh undnngmndnng“,

Pasal 53

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi ad-
ministrtif kepada Akuntan Publik, KAD,
dan/atau cabang KAP mas pelanggaran ke-
tenruan administratif,

{2} Pelanggaran ketentunn administratif seba-
gaimang dimaksud pada ayat (1) berupa
pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8 ayat
(4), Pasal ‘% ayat (4), Pasal 13, Pasal 17,
Pasal 19, Pasal 235, Pasul 27, Pasal 28 ayat
(1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayet (1),
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atav
Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

{3} Sanksi administratif sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1} dapat berupa:

a) rekomendasi uniuk melaksanoskan ke-
wajiban terientu;

b} penngatan tertulis;

¢) pembatasan pembenan jasa kepada sua-
tu jenis entitas terentu;

d) pembatasan pemberian jasa tertentu;

¢) pembekuan izin;

" Thid
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i pencaburisn izin; dendatau
&) denda,

(4) Denda scbagnimans dimaksod pada ayat
(3} humt g dopat diberikan tersendini atau
berssmaan dengan pengenann sanksi adimi-
sttt ninmyn.

{5} Ketentuen fehib lonjit mengenai taia cam
pengenanh sanks) administratif dan besaran
denda dintur dalam Peraturn Pemeriniah.

Berdasarkan  usion  diatay jelas - sikeip
professional dari sang Akunten Publik timbul
bukan korepa rangkaian ancaman hukuman
admintsiratif, perdata dan bahkan pidana yang
dapimt menjersimya dalam bal edadinva pe-
langparan, akan tetapi lebih karena tuntutan
profes: atunian poblik membutubkan suatu
proses pergabinan yong sehal dan tronsparan,
schimggs dalam hal menyajikan suatu keberadaan
suaty penesahaan melahd laporan  kevimgannya
tessebut, publik sangat membutuhkan akuntan
publik vang bennr-benar mempunyvai keniam-
pusn yang baik, professional dan independen
dalam menjumin wnksimumnya tingkat akura-

s kebenwran dan hasil pemyataan pendapat-
five tcrhadap Loporan Kevangan,

E. Penanggulungan kejahatan akuntansi

I, Mendeteksl hejabatan Melalui Akun-
tunsi Forensik

Akuntans: forensik sesunggubnya mem-
punyal peran vang elekuif dalam mencgakkan
ukewm di Indonesia. Namun, perannva belum
maksimal. kini, FPATK berusaha untuk me-
ngeinbangkan akuntansi forensik yang mulni
bethembang di Indanesia sejuk krisis ckonomi
1997, Akumtansi forensik meliputi investigasi
framcd. dan menginvestigasi pembukivin may-
pun caisian yang ierkail dengan senghketa, A-
kuntans: forensik cenderung lebih berfokus ke-
pada sustu dugaan atau peristiva tertentu, bu-
kannya sepertt auditor yang memberikan opini
terhadap lupomn keusngan,

Akuntan forensik sebenarmya punya peran
yang efektif dalam menyelidiki tindak kejaha-
tart: Melalui audit imvestigasi, maka kasus-ka-
sus korupsi, tindak pidena keuangan dan keja-
baitan kerah potih [sinnya bisa diungkap.

Praktik akuntansi forensik tumbub de-
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ngan pesat tidak lama setelah krisis ekonomi
melanda Indonesia tahun 1997, Tingkat korup-
si yang masih tinggi juga menjadi pendorong
yang kuat untuk berkembangnyn praktik akun-
ansi forensik di Indonesia. Istilah akuntansi
forensik lebib tepat digunakan jika sudah ber-
singgungan dengan bidang hukum. Sementara
hasil audit investigatif dapat, tetapa tidak ha-
rus, digunakan dalam proses pengadilan awu
bentuk penyelesaian hukum lainnya. Namun
dalam penerapannya akuntansi forensik me-
mang banyak bersinggungan dengan hukum.
Contoh keberhasilan akuntansi forensik adalah
pengungkapan kasus Bank Bali dimana auditor
dengan menerapkan akuntansi forensic berha-
sil menunjukan aliran dana yang bersumber
dari pencairan dana penjaminan Bank Bali.

Teknik audit yang biasa diterapkan da-
lam audit umum seperti pemeriksaan fisik,
konfirmasi, memeriksa dokumen, review ana-
litikal, meminia penjelasan terulis atau lisan
kepada auditan, menghitung kembali dan me-
ngamati pads desamya dapat digunakan untuk
audit investigatif. Hanya dalam audit investi-
gatif, teknik-teknik audit tersebut dilakukan
secara cksploratif. mencari wilayah garapan,
ataupun pendalaman,

Selain teknik audit vang biasa digunakan
dalarm audit umum, ada beberapa teknik audit
investigatil yang hisa diterapkan apabila tidak
ditemukan bukt dokumen. Ner weorth method
dan expenditure method adalah wknik audii
untuk menclusuri ketidakwajaran penghasifan
dan atau pola kensumsi pelaku tindak piduna.
Teknik lain adalah dengan menclusuri aliran
uang (follow the money) yang selama ini dila-
kukan oleh PPATE. Meski hampir sclalu ber-
singgungan dengan  hukum, bukan  berami
akuntansi forensik ini melulu atas permintaan
aparat penegak hukum. Pada dasamya siapa-
pun bisa meminta digelamya audit forensik, mu-
lai dari masalah perceraian, konflik premi asu-
ransi, gugatan perdata, hingga penilman terha-
dap kinerja perusahaan.

2, Akuntan Forensik

Profiesi akuntan forensik sangat dibutuh-
kan olch penegak hukum, yakni jika ada sc-
buah ransaksi yang dicurigai, maka abdi hu-
kum bisa meminta bantuan akuntan forensik

Hermtam Fikri

untuk menjelaskan dari mana dan ke mana
transaksi tersebut mengaliv. Akuntan forensik
menerapkan keterampilan khusus di bidang
akuntansi, andit, keuangan, metode kuantitatif,
beberaps bidang hukum. penclitian dan Kele-
rampilan dalam menginvestigasi untuk me-
ngumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi
bukti dan untuk menginterpretasikan dan meng-
komunikasikan wemuan.

Seorang akuntan forensik menyelidiki
kasus frand vang sudah diketahui atau dicuri-
gai harus dapal mengembangkan leori kasus
teraebut dan menggabunghannya ke dalam me-
tode ilmiah. Pendekatan ini mencakup identifi-
kasi masalah (hipotesis), mengumpulkan bukt
dan data, menganalisis data unuk menguji hi-
potesis, dan menank kesimpulan, Dalam mela-
kukan penyelidikan.

Di sektor publik (pemerintahan). praktek
akuntan forensik serupa dengan apa yang di-
gambarkan di atas, bahwa tahap-tahap dalam
seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-
bag di antara berbagai lembaga. Ada lembaga
yang melakukan pemeriksaan keuangan nega-
ra, ada beberapa lembaga yvang merupakan ba-
gian dari incrnal pemerintahan, ada lembaga-
lembaga pengadilan, ada lembagn yang me-
ounjang kegiatan memerangi kejahatan pada
umumnya, dan korupsi khususnya scperti
(PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya se-
peni KPK. Juga ada lembaga swadaya masya-
rakat yang berfungs: schagal pressure group.

Masing-masing lembaga tersebut mem-
punvai mandat dan wewenang yang diatur da-
lam konstimsi, undang-undang atau ketentuan
lninnya. Mandat dan wewenang ini akan me-
warnai lingkup akuntansi forensik yang dite-
rapkan. Disamping itu keadaan politik dan ma-
cam-macam kondisi lain akan mempenganihi
lingkup akuntansi forensik yang diterapkan,
termasuk pendekatan hukum atan non hukum,
Dampak yang terjadi di sekvor pemermtahan
apabila terdapat frand adalah terganggunya pe-
laksanaan penyelenggaraan negara. Apabila ti-
dak ditunjang dengan penegakan bidang hu-
kum yang kual, standar akuntansi dan lain-lain
maka tingkat korupsi dan kelemahan dalam
penyelenggaraan negara akan meningkat.

Bedasar uraisn diatas maka akuntan fo-
rensik sangal dibutubkan dalan negungkap ke-
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jahatan akuntansi yang berakibat banyaknya sirategs prevenif, detektif dan persua-
terjadi pelanggaran hukum baik pihak swasta sif melalui penerspan prosedur audit
maupun pemeriniah dalam bentuk manipulasi lorensik dan oudit investigatif yang
data keuangan berupa tindak pidana korupsi bersifal litigation suport untuk mengha-
yang berakibal kerugian negara yang tidak se- silkan temuan dan bukii yang dapat
dikit dan menyengsarakan rakyat, mermbani proses pengambilan putusan
h pengadilan. Disamping 1w dengan
V1L Penutup Sraud examinition yang tidak terlepas
dari akuntanst forensik akan menjadi
A. Kesimpulan bahag untuk profesi akuntansi khusus-
|. Kejahatan akuntansi merupakan kejs- nya untuk menelusuri adanya kemung-
hatan atan kecurangan yeng dilakukan kinan-kemungkinan kecurangan yang

dalam bidang ekonomi dan berkaitan dilakukan

dengan akuntansi. Kejahatan akuntansi
dilakukan oleh manajemen puncak sus- B. Saran

tu organisasi dengan cara memanipula- I. Prose pencgakan hukun terhadap pela-
si transaksi dan/atau laporan keuangan. ku kejuhatan skuntasi belum maksimal
Kejahatan akuntansi dapat dikatcgon- mengingal dampak yang ditimbulkan-
kan schagai kejahatan kerah putih, nyva sanepi loar biasa bahkan dapar
2 Kejahatan akuntansi tidak terlibat se- mengeovahkan perckonomian negara.,
cara nyaw dan korban seringkali ridak Untuk ite para penegak hukum perfu
merasakan adanya kejahatan ini. ketikua lzbih waspada lagi terhadap kejahaian
kejahatan ini terdeteksi dan terjadi ma- akuniansi dan menindak legas sctiap
ka dampak yang ditimbulknnnya sangar kejahiaran tersehut.
besar yaito perusahaan‘organizasi dan L Peran Akuntans) forensik perlu diting-
negara akan mengalumi kebangkrutun kuthan karena merupakan sebuah for-
dan perckomomian negars bahkan du- mulasi yang dapat mengungkap dan
nia akan mengalami goncanpun. membuktikan kejahatan akuntansi di
3. Akuntonsi forensik merupakan forma- Indonesia.
lasi yang dapat dikembangkan sebagai
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